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BERITA  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
NOMOR : 111                            2016                                    SERI : E                                                                                    

 
 

PERATURAN WALI KOTA BEKASI 
       NOMOR 111 TAHUN 2016 

TENTANG 
STANDAR BANGUNAN GEDUNG (BUILDING CODE) KOTA BEKASI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BEKASI, 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus 
dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, 
dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis 
bangunan gedung agar menjamin keselamatan 
penghuni dan lingkungannya; 
 

b. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus 
berlandaskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah, 
memenuhi persyaratan kualitas dan kehandalan 
bangunan gedung serta penyelenggaraan bangunan 
gedung harus dapat memberikan keamanan dan 
kenyamanan bagi lingkungannya; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota Kota Bekasi tentang 
Standar Bangunan Gedung (Building Code) Kota 
Bekasi. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat ΙI Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 
 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3833); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 
 

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444); 
 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 
 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5168; 
 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188); 
 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5252); 
 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
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11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lemabaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahana Lemabaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang 
Penyediaan dan Penggunaan Tanah serta Ruang 
Udara di Sekitar Bandar Udara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3343); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 
Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3955); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3957); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4532); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5285); 
 

21. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 
 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 
tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas 
Umum dan Fasilitas Sosial Perumaham Kepada 
Pemerintah Daerah; 
 

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
41/RT/1989 tentang Pengesahan 25 Standar 
Konstruksi Bangunan Indonesia Menjadi Standar 
Nasional; 
 

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 63/PRT/1993 
tentang Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, 
Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; 
 

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
66/PRT/1993 tentang Teknis Penyelenggaraan 
Bangunan Industri dalam rangka Penanaman Modal; 
 

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis 
Bangunan Gedung; 
 

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas 
dan Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan; 
 

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis 
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat 
Tinggi; 
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29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin 
Mendirikan Bangunan Gedung; 
 

30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 
 

31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 
Pemanfaatan RTH; 
 

32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem 
Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan 
Lingkungan; 
 

33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Rencana Induk 
Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) di 
Kabupaten/Kota; 
 

34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen 
Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 
 

35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 
Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan; 
 

36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan 
Ramah Lingkungan; 
 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan 
Bangunan; 
 

38. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 
05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha 
dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 
 

39. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 
16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 
Dokumen Lingkungan Hidup; 
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40. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Nomor 1); 
 

41. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 17 
Seri E); 
 

42. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 15 
Seri C); 
 

43. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota 
Bekasi Tahun 2014 Nomor 6 Seri E). 
 

Memperhatikan : 1. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2015 
tentang Sertifkat Laik Fungsi Bangunan Gedung 
(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 61  
Seri E); 
 

2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2015 
tentang Tim Ahli Bangunan Gedung (Berita Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 41 Seri E), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali 
Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 
2015 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung (Berita 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 16 Seri E); 
 

3. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 650/Kep.486-
Distako/X/2013 tentang Pedoman Persyaratan Teknis 
Bangunan Gedung; 
 

4. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 601/Kep.387-
Distako/IX/2015 tentang Tim Teknis Bangunan 
Gedung Kota Bekasi Tahun 2015; 
 

5. Berita Acara Rapat Pembahasan dan Kesepakatan  
Nomor 650/BA.710/Distako tentang Penyusunan 
Standar Bangunan Gedung (Building Code) di Kota 
Bekasi. 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BANGUNAN 
GEDUNG (BUILDING CODE) KOTA BEKASI. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Bekasi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
penyelenggaraan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk 
usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang 
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 
tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan dan 
memelihara kelangsungan hidupnya. 

9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang. 
10. Penataan Ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
11. Rencana  Tata  Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. 

13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi. 
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14. Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi selanjutnya disingkat RDTRK 
adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang 
dilengkapi dengan peraturan zonasi Kota Bekasi. 

15. Bangunan gedung yang selanjutnya disebut bangunan adalah wujud fisik 
hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 
sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah 
dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, 
kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

16. Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, 
sosial dan budaya dan fungsi khusus adalah ketetapan mengenai 
pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan 
gedung. 

17. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan 
gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan 
persyaratan teknisnya. 

18. Persyaratan teknis bangunan gedung adalah ketentuan mengenai 
persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. 

19. Penyelenggaraan bangunan gedung kegiatan pembangunan yang meliputi 
proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan 
pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung. 

20. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsi bangunan 
gedung. 

21. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah setifikat yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Kota untuk menyatakan kelaikan fungsi 
suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum 
pemanfaatannya. 

22. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, 
atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung. 

23. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung, dan/atau 
bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan 
pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola 
bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi 
yang ditetapkan. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP 

 
Pasal 2 

 
(1) Standar Bangunan Gedung ini dimaksudkan sebagai acuan dalam 

pemenuhan kinerja bangunan gedung untuk mewujudkan bangunan 
gedung yang berkualitas sesuai dengan fungsinya, andal, serasi, selaras 
dengan lingkungannya. 
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(2) Standar Bangunan Gedung ini bertujuan untuk terselenggaranya tertib 

penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis 
bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, 
kemudahan bangunan gedung, lingkungan dan energi. 
 

(3) Lingkup Standar Bangunan Gedung ini meliputi klasifikasi bangunan 
gedung dan kriteria capaian bangunan gedung. 

 
BAB III 

KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG 
 

Pasal 3 
 

(1) Fungsi bangunan adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan 
gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, 
kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan khusus. 
 

(2) Klasifikasi bangunan adalah kelompok-kelompok bangunan berdasarkan 
fungsi bangunan gedung, serta luasan bangunan atau lingkungan dan/ 
atau ketinggian bangunan gedung.  

(3) Rincian klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari peraturan ini. 

(4) Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi pemerintah, dalam 
penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung wajib memenuhi 
kriteria capaian bangunan gedung yang diatur dalam Peraturan ini. 

 

BAB IV 
KRITERIA CAPAIAN BANGUNAN GEDUNG 

 

Pasal 4 
 

(1) Kriteria Capaian Bangunan Gedung merupakan ukuran yang menjadi 
dasar penilaian terhadap capaian bangunan dalam memenuhi kualitas 
dan kehandalan bangunan gedung. 

(2) Kriteria Capaian Bangunan Gedung ditinjau dari aspek: 
a. keselamatan, meliputi: 

1. stabilitas; 
2. perlindungan dari kebakaran; 
3. keselamatan pengguna. 

b. kesehatan, meliputi: 
1. penghawaan; 
2. pencahayaan; 
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3. pengadaan air bersih; 
4. sanitasi. 

c. kenyamanan, meliputi: 
1. kenyamanan termal; 
2. kenyamanan visual; 
3. getaran dan kebisingan; 

d. kemudahan bangunan gedung, meliputi: 
1. akses dari, ke dan didalam bangunan; 
2. kelistrikan; 
3. perpipaan. 

e. lingkungan, meliputi: 
1. intensitas pemanfaatan ruang; 
2. drainase. 

f.   efisiensi energi; 
g. kearifan lokal; 
h. kode unsur. 

 
(3) Rincian kriteria capaian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari peraturan ini. 
 

Pasal 5 
 

(1) Setiap bangunan gedung di Kota Bekasi harus memenuhi kriteria capaian 
bangunan yang tercantum dalam Peraturan ini. 

(2) Bangunan gedung yang wajib mendapat SLF harus terlebih dahulu 
memenuhi kriteria capaian bangunan yang tercantum dalam Peraturan ini 
sebelum SLF diterbitkan. 

(3) Bangunan gedung yang dimaksud pada ayat (2) adalah : 
a. Bangunan gedung hunian rumah susun; 
b. Bangunan gedung kepentingan umum dengan luas bangunan minimal 

2000 m2 (dua ribu meter persegi). 
 

BAB V 
PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 
 

 Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 27 Desember 2016 

WALI KOTA BEKASI, 
 
        Ttd/Cap 
 
 RAHMAT EFFENDI 
 
 

Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 27 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 
 
 
         RAYENDRA SUKARMADJI 

 

 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016    NOMOR 111  SERI E  


